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Dalam kondisi anggaran yang terbatas, salah satu kebijakan
yang harus diambil dalam mewujudkan kedaulatan pangan dan
kesejahteraan petani adalah melakukan penataan kembali anggaran
yang tersedia. Hal ini menjadi keniscayaan karena pada faktanya alokasi
dan penggunaan anggaran belum efektif dan efisien sebagai dampak
dari alokasi yang belum tepat dan penggunaan yang tidak fokus pada
program dan kegiatan prioritas. Kondisi ini juga terjadi pada anggaran
pembangunan pertanian. Jika ditelisik dari struktur alokasi anggaran,
anggaran yang digunakan untuk kegiatan birokrasi dan administrasi
umumnya masih sangat besar dibanding anggaran yang esensinya
digunakan untuk membangun pertanian dan mensejahterakan petani.
Sebagal ilustrasi, anggaran yang digunakan untuk bantuan sarana dan

prasarana ang dibutuhkan petani pada tahun 2014 hanya 35% (persen).
Pen mbali anggaran pembangunan pertanian menjadi penting
ur jlkatkan efektivitas anggaran dalam mengungkit percepatan
pe produksi, swasembada, dan kesejahteraan petani.

cdaklanjuti direktif Bapak Presiden yang menekankan
“riganggaran pembangunan berbasis “money follow program’,

m nterian Pertanian telah melakukan perubahan mendasar
Sti okasi anggaran yang dimanfaatkan untuk meningkatkan
be irana dan  prasarana yang dibutuhkan petani. Kebijakan
te: < yang kami lakukan adalah melakukan refocusing anggaran

SAMEUTAN MENTERI PERTANIAN iii









<ATA
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Puji syukur ke hadirat Allah SWT, atas rahmat dan hidayah-Nya
sehingga penyusunan buku “Menata Anggaran Mempercepat Swasembada
Pangan” dapat diselesaikan tepat waktu. Buku ini mengungkap strategi
implementasi dan dampak kebijakan penataan anggaran berbasis
money follows program terhadap efektivitas dan efisiensi anggaran serta
percepatan peningkatan produksi dan swasembada pangan.

Dalam perspektif anggaran berbasis kinerja (performance based
budgetting), alokasi anggaran didasarkan pada kinerja program pada
setiap unit Eselon I. Unit kerja yang berkinerja baik akan mendapatkan
alokasi anggaran yang lebih dibanding yang tidak berkinerja baik.
Namun demikian, alokasi anggaran yang didasarkan pada program di
setiap Eselon | tersebut faktanya merupakan pendekatan yang kurang
tepat karena alokasi anggaran pada program-program tersebut selalu
dimaknai untuk menjalankan tugas dan fungsi organisasi. Ini awal dari
ketidaktepatan dalam alokasi anggaran per program. Harusnya program
yang dirancang adalah program yang cukup besar cakupan capaiannya,
sehingga mampu mengungkit tujuan utama untuk mencapai swasembada

11 dan kesejahteraan petani. Maknanya, program seharusnya tidak
otiap Eselon | tetapi ada "program payung” yang mampu
Juan utama tersebut.




da prinsip “money

Perencanaan anggaran tidak didasarkan pa
da prinsip “money

follow program” tetapi lebih banyak didasarkan pd
follow function™ yang lebih mengedepankan fungsi org.anisasi/lembaga
bukan pada fungsi yang mengarah pada prinsip pembangunan untuk
pemberdayaan masyarakat (empowering community development). 5ebagal
dampaknya adalah bahwa tidak terelakkan anggaran banyak digunakan
untuk menggerakkan fungsi birokrasi dan administrasi dan jauh dari
substansi untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Sebaliknya
anggaran untuk investasi yang dikemas dalam belanja pembangunan
dan anggaran-anggaran untuk pemberdayaan masyarakat dalam bentuk
pembiayaan untuk usaha yang dilakukan masyarakat sangat terbatas.

Mencermati struktur penganggaran pembangunan pangan dan
pertanian, sebagaimana halnya terjadi pada sektor-sektor pembangunan
lainnya, sebagian kecil anggaran dialokasikan untuk investasi J.gemb{iayaari
infrastruktur, sarana dan prasarana pertanian yang dibutuhkan
masyarakat petani untuk menunjang usahataninya. Mengambil contoh
struktur alokasi anggaran pembangunan pangan dan pertania
2014, menunjukkan bahwa alokasi anggaran r m
dan prasarana yang dibutuhkan petani hanya seb
anggaran Kementerian Pertanian. Sementar:
yang di antaranya meliputi belanja perjalanal
pembangunan gedung, seminar, workshop, raj
serta belanja operasional lainnya men: ' pz

£

1, e

Restrukturisasi alokasi a
pertanian harus dilakukan sebagai
dan efisiensi yang mampu mengt n
dan swasembada pangan. Alo
prioritas dan prasarana dan sa
produksi dan swas »mbada f
perbasis Direktorat-Di
prioritas. Dengan derm i

mampu mempefcepat penc paian swas
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TAnggargﬁa:ec:z:ham' anggaran negara yang diformulasik
dan karena keterbap:tan dan Belanja Negara (APBN) bersifa
seluruh  program asan ketersediaannya tidak mampu

Pe€nyusunan anggar::r:‘bangunan dalam waktu bersamaan.
prioritas yang harus S'bUtUhkarm pencermatan dan fokus pada program
menuntut pentahapan | egera dllalfsanakan. Keterbatasan APBN juga
beragam antarsektor Sjpl'e'r?wen.taS, program pembangunan yang sangat
yang sangat spesifik ditinjat lain, APBN Perubahan memiliki karakter
yang “'mendesak” dilaksa njau dari urgensi dan prioritas pembangunan
Perubahan seharusnya tizgtadq' Oleh karena itu, alokasi anggaran APBN
yang sudah dibiayai dari APBNIpr:;L:,T;Jkkan bagi program pembangunan

Pengalokasi
jarang "te"'intervea:si?'noezgggkaran uhtuk suatu program pembangunan tidak
kelompok. Penganggara epentingan politik, baik perorangan maupun
proses teknik dan man;‘ ur}tuk kel:"‘-‘_rl.l.n‘:ln publik tidak hanya melibatkan
anggaran yang didasarkjenaL tetapi juga politik. Proses pengalokasian
sebagai politik anggara apn pada kemauan dan proses politik dikenal
sebagai lembaga yan r:\ roses pembahasan penganggaran oleh DPR RI
proses politik. Pembagha emiliki hak budgetting tidak bisa dipisahkan dari
DPR RI juga tidak bisa d;an anggaran pada Badan Anggaran dan Komisl
DPR Rl secara keseluruh 'ELQKkan dari proses persetujuan anggaran oleh
anggaran tersebut di an‘SEtel“f‘h mendapat persetujuan dari parlemen
: iproses lebih lanjut melalui pembahasan dengan,

Direktorat Jende
ral Anggaran K ;
PPN/Bappenas. 9 ementerian Keuangan dan Kementerian

Di Kementeri 3

yang telah disineteg?:ann zertaman’ proseRjgpsieneanaan  anggatan
swasembada pangan ju e . pencapaian
diilustrasikan di atas Sle-'gi EpgEiam Rerosspyandl sama, sebagaimans
En Pemerintar; jak era kepemimpinan Presiden Soekarno hingga
pertanian. Hal ini mean:.mpnontaSkan kebijakan pangan pada sektor
baik dari perspektif eko Ju'fka” pembangunan pangan sangat strategis
satu-satunya faktor pgr?g:'\ltralfs:nsos?l N bukan’
pangan, angga | erhasilan pencapaian swas
Pertanyaan?\?,arag m:r”paka” faktor penting yang tidak bisa diaeg?lf;a

, apakah struktur alokasi dan pemanfaatan anggara?{
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tersebut efektif, efisien, akuntabel, dan diimplementasikan berbasis
program dan kegiatan strategis untuk pencapaian swasembada pangan?

B Permasalahan Penganggaran

Implementasi “Anggaran Berbasis Kinerja (Performance Based
Budgetting)” tidak cukup efektif mewujudkan hasil (outcome) dan dampak
(impact), karena alokasi anggaran tidak berada pada “program payung”
tetapi pada program yang melekat pada unit kerja setingkat Eselon |
yang terfragmentasi antar program. Anggaran Berbasis Kinerja memiliki
beberapa ciri, antara lain: (1) satu unit kerja setingkat Eselon | memiliki
satu program, (2) kegiatan dari program tersebut dijalankan oleh unit
kerja Eselon I, (3) koordinasi Satuan Kerja (Satker) berada pada setiap
Eselon I, (4) membutuhkan Satker yang relatif banyak, dan (5) evaluasi
kinerja pada setiap Eselon .

Alokasi angaran yang dirancang per program pada unit Eselon
| terbukti tidak cukup mampu mengungkit pencapaian target prioritas
program nasional swasembada pangan yang akan berdampak pada
peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal ini disebabkan oleh
fragmentasi program dan kegiatan subsektor. Sebagai contoh, anggaran
yang dialokasikan untuk infrastruktur pada program peningkatan sarana
dan prasarana pertanian pada Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana
Pertanian (Ditjen PSP) tidak berdampak pada nyata jika tidak disinergikan

dengan program dan kegiatan lain yang tersebar pada Direktorat Jenderal
atau unit kerja setingkat lainnya.

Perencanaan anggaran saat ini juga tidak didasarkan pada
prinsip “money follow program” tetapi lebih menganut prinsip “money
follow function™ yang lebih mengedepankan fungsi organisasi/lembaga,
bukan pada fungsi yang mengarah pada prinsip pembangunan untuk
pemberdayaan masyarakat (empowering community development).
Dampaknya, banyak anggaran terpakai untuk menggerakkan fungsi

PROLOG




a digunakan

tidak sepenuhny
ewujudkan

pembangunan guna m
garan untuk investasl yang

an pemberdayaan

tﬁlf '\kl
: r( asi dan administrasi sehingga
l.‘)r L ar
: agai pengungkit substansi program
“‘;'t.‘ I’

jahtersan masyarakat. Sebaliknya, ang

diken
““h: 'as dalam belanja pembangunan (belanja modal) d
saha masyarakat sangat terbatas. Struktur anggaran pembangunan

pangan dan pertanian pada tahun 2014, misalnya, hanya 35% dari total

l;’agl' anggaran Kementerian Pertanian (Kementan).Sementara itu belanja

;:::S;f"jl yang meliputi belanja perjalanan dinas, belanja .rehabilitasi/

erta belgar:an QE'dur?g,seminar, workshop, rapat dan berbagai pertemuan,
ja operasional lainnya mencapal 48% (gambar 1).

i Belanja Sarana Prasarana Peta;

Belanja Pegawal

i Belanja Operasional
- Belanja Modal

Gamb :
ar 1. Struktur anggaran pembangunan pangan dan pertanian pada

tahun 2014.

— tid[a)ail:g;:ii:ﬁ%al kasus ba.rTyak proses perencanaan penganggaran
pembangunan. Di sat era= kebijakan makro dan mikro operasionalisasi
Ecelon |.Disisidain ° L: sisi, program pembangunar disusun di unit kerja
Lembaga. Pen USU’VO LUNE PLRAIETE ketella banyak di tingkat Kementerian/
Bt fua da:funnar\ program ‘du tmgkat Eselon | tentu tidak terlepas
sorhilen fragmentgs-' tekms.umt kerja tersebut. Kondisi ini berdampak
sulit mewujudkan Zzlr:lotas' anggaran pada setiap subsektor sciingga
besar bagi kesejahteraal:\am::yl;?*zllzz?faran taradap manTest ¥ =oih
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gani aspek teknis
tingkat jabatan
uangan dengan

kinerja pemberdayaan SDM yang seharusny4d menan
tetapi ditugasi menangani administrasi. Hampir selurgh
di birokasi terbebani oleh tanggung jawab administrasi ke
aturan-aturan yang rinci dan rigid yang menyita waktu.

B Reorientasi Kebijakan Penganggaran Sektor

Pertanian

n menjadi suatu keniscayaan
dan kegiatan pencapaian
kebijakan penganggaran
fektivitas alokasi anggaran
kan untuk mencapai
nsip dalam reorientasi

Reorientasi kebijakan penganggard
dalam upaya perbaikan penganggaran program
swasembada pangan ke depan. Reorientasi
difokuskan untuk meningkatkan efisiensi dan €
dalam membiayai program yang telah ditetap
swasembada pangan. Beberapa hal penting dan pri
kebijakan penganggaran antara lain adalah:

Pertama, anggaran disusun berbasis sasaran prioritas pembangunan,
bukan berbasis tugas dan fungsi organisasi pemerintah. Anggaran disusun
berdasarkan sasaran prioritas pencapaian swasembada pangan. Sasaran
prioritas difokuskan pada pengembangan komoditas padi, jagung,
kedelai, gula, bawang merah, cabai, daging sapi/kerbau, kopi, kakao, karet,
dan kelapa. Oleh karena itu, anggaran yang sudah disetujui tidak bisa
digunakan untuk membiayai pengembangan komoditas yang bukan
prioritas, seperti tanaman hias. Bagi komoditas yang tidak prioritas,
seyogianya tidak mendapat alokasi anggaran khusus, kecuali untuk
kegiatan rutin dan penguatan kebijakan dan regulasi, memperbaiki atau
menyusun pedoman teknis dan kegiatan penunjang lainnya.

Kedua, anggaran tidak dialokasikan per program Eselon [. Sekat-
sekat subsektor yang melembaga di setiap unit Eselon | seyogianya
tidak menjadi dasar pengalokasian anggaran, kecuali subsektor tersebut
merupakan prioritas sasaran yang telah ditetapkan. Dengan demikian,
unit kerja Eselon | yang tidak pada posisi melaksanakan sasaran prioritas
maka anggarannya hanya dialokasikan untuk kegiatan rutin dan kegiatan

- PROLOG



lain seperti perbaikan kebijakan, regulasi,

penyusunan atau perbaikan
pedoman umum dan kegiatan Penunjang lai

nnya.

Ketiga, pemisahan anggaran rutin dengan anggaran pembangunan.
Alokasi anggaran untuk Pencapaian swasembada pangan relatif lebih
banyak, bergantung pada ketersediaan anggaran. Namun alokasi
danggaran untuk belanja mengikat yang meliputi gaji, belanja rutin atau
belanja operasional perlu dipisahkan dari anggaran program dan kegiatan

anggaran antara belan
diperlukan sebagai
secara cepat.

ja mengikat dengan biaya program dan kegiatan
kontrol dan identifikasi proporsi alokasi belanja

Keempat, akuntabilitas penganggaran bukan dari aspek organisasi
dministrasi tetapi juga efektivitasnya.lika akuntabilitas penganggaran
lebih mengedepankan aspek organisasi dan administrasi. maka reorientasi
penganggaran untuk Peningkatan akuntabilitas diarahkan pada aspek
efektivitas.Hal ini diharapkan mampu menyingkronisasikan antara alokasi
anggaran dengan sasaran prioritas pencapaian swasembada pangan.

dan a

Kelima, administrasi keuangan men

gikuti kebijakan (policy) yang
telah ditetapkan.

Sebagai pertanggungjawaban terhadap penggunaan
anggaran dan pelaksanaan Program pencapaian swasembada pangan,
aspek administrasi menjadi penting dan harus dilaksanakan sesuai
peraturan perundangan. Namun pelaksanaan administrasi  harus
mengikuti kebijakan yang telah ditetapkan dan bukan sebaliknya.

Keenam, pengalokasian anggaran harus memperhatikan azas
manfaat. Oleh karena itu, alokasi anggaran harus bermanfaat untuk
memberdayakan konstituen utama, yaitu petani agar dapat berusaha

secara lebih efisien dan berdaya saing dan memperoleh nilai tambah
yang lebih besar.

Dengan terobosan kebijakan penganggaran yang tepat, struktur
alokasi anggaran pembangunan pangan dan pertanian diubah melalui
refocusing anggaran yang memprioritaskan bantuan sarana dan prasarana
pertanian bagi petani dan ‘memangkas” anggaran perjalanan dinas,
seminar, workshop, pembangunan gedung dan belanja yang tidak prioritas

PROLOG




a bantuan sarand dan prasarana,
an sarana kepada petani dari
hun 2017. Pada tahun 2018,
kepada petani ditingkatkan

lainnya untuk direalokasikan pada belan]
Perubahan struktur alokasi anggaran bantu
35% pada tahun 2014 menjadi 70% pada ta
alokasi belanja bantuan saran dan prasarana

menjadi 85%.
n Sulaiman, MP membuat

Menteri Pertanian Dr. Ir. Andi Amra
kebijakan refocusing anggaran untuk membiayai program terobosan
Upaya Khusus (UPSUS) Padi, Jagung, dan Kedelai (Pajale), UPSUS Bawang
Merah dan Cabai, UPSUS Sapi Indukan Wajib Bunting (SIWAB), dan UPSUS
Pencapaian Swasembada Gula. Dalam tiga tahun terakhir (Oktober
2014-Oktober 2017), kebijakan refocusing anggaran berdampak terhadap
peningkatan infrastruktur pertanian, di antaranyd pembangunan dan
rehabilitasi jaringan irigasi tersier seluas 3,4 juta ha, pencetakan dan
optimalisasi pemanfaatan lahan sawah yangd ditargetkan 1 juta ha,
bantuan alat-mesin pertanian (alsintan) sebanyak 249,680 unit, bantuan

benih untuk areal pertanaman 12,1 juta ha, dan pembangunan 2.278 unit
embung, dam parit, dan long storage untuk pengairan pertanaman.

dalah produksi padi
dan bawang merah
eras medium,

Dampak lebih lanjut dari kebijakan tersebut a
meningkat 15,3%, jagung 37 %, aneka cabai 2,08%,
20,83%. Sementara itu, pada tahun 2016 tidak ada impor b
cabai, dan bawang merah karena produksi dalam negeri meningkat.
Peningkatan produksi jagung menekan impor hingga 62% pada tahun
2016. Pada tahun 2017 tidak ada lagi impor jagung untuk pakan ternak.
Bahkan pemerintah mengekspor bawang merah sebanyak 2.516 ton ke

Thailand, Malaysia, Vietnam, Timor Leste, dan Taiwan.

— PROLO
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; irlepas
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pemerintahan kabinet kerja di bawah komando Presiden Joko Wldf)fﬂ .
as, baru kali (i

Di tengah kondisi anggaran negara yang relatif terbat _
' kinerja

diterapkan struktur dan alokasi anggaran pembangunan BRILER
dengan pendekatan yang baru.

Presiden Rl Joko Widodo (10 Pebruari 2016): “Tidak lagi money follows

function, jadi yang betul mestinya money follows program, ya program kita

apa, kita fokus ke situ’”.

Y ~JL L
.l' ll J .
A AYE U RRERE T

Gambar 2. Presiden Jokowi dalam acara rapat kerja nasional
pembangunan pertanian 2017 (4-5 Januari 2017).
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Ide dan pemikiran Presiden Jokowi tentang perubahan tata kelola
anggaran tersebut disampaikan pada saat membuka pertemuan kabinet
paripurna di Istana Negara, Jakarta, pada 10 Februari 2016. Menurut
Presiden, agar pembangunan nasional bisa menghasilkan output yang
telah ditetapkan maka “Tidak lagi money follows function, jadi yang betul
mestinya money follows program, ya program kita apa, kita fokus ke
situ”. Dengan perubahan pendekatan penganggaran maka “Anggaran ke
depan tidak dibagi-bagi lagi mengikuti organisasi, karena selama ini cara
tersebut membuat anggaran kita hilang tidak berbekas. Ke depan kita
punya prioritas dan punya fokus, sehingga kalau ada kementerian atau
lembaga tidak masuk program prioritas maka tidak perlu dianggarkan”.

Hal ini merupakan gambaran yang akan dicapai dari penerapan money
follows program.

Kebijakan sistem penganggaran berbasis money follows program
dilandasi oleh pengamatan Presiden Joko Widodo terhadap program
dan kegiatan kementerian dan lembaga yang selama ini tidak fokus
pada hasil. Pada sistem panganggaran lama, hasil yang diharapkan dari
program dan kegiatan kurang jelas keterkaitan dan pencapaiannya.
Pemberlakuan perubahan paradigma anggaran pembangunan dari
money follows function menjadi money follows program baru dimulai
pada tahun 2017. Untuk memastikan dan meyakinkan kebijakan sistem
penganggaran baru dapat berjalan, Presiden Joko Widodo pada 31
Januari 2017 kembali menggelar rapat terbatas (Ratas) dengan jajaran
Kabinet Kerja membahas perencanaan dan penganggaran dalam upaya
mengoptimalkan hasil pembangunan nasional tahun ini.

Pada Ratas tersebut Presiden Joko Widodo mengulangi kembali
keinginannya bahwa “Kebijakan money follows program jangan cuma
label”. Presiden pun meminta jajarannya untuk memastikan perencanaan
dan penganggaran harus sinkron, “Jangan mengulang terus lagu
lama, antara perencanaan dan penganggaran tidak sinkron, apa yang
~rencanakan dan dianggarkan berbeda, seolah-olah ini ada dua rezim,

M perencanaan dan rezim penganggaran”. “Jangan hanya sebatas
=L, diberi label money follows program tapi dalam praktiknya tetap
1ey follows function” tegas Presiden. Diingatkan juga agar masing-
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Sampai tahun 2016, kebijakan penganggaran yang diterapkan
Pemerintah telah berbasis kinerja tetapi masih melalui pendekatan
money follows function. Melalui pendekatan ini, fungsi setiap unit kerja
dalam organisasi pemerintah yang menjadi poros utama pengalokasian
anggaran menciptakan pemboroson, karena terdapat beberapa fungsi
yang tidak prioritas namun tetap mendapat alokasi anggaran. Oleh karena
itu, kinerja organisasi tersebut tidak optimal mendukung pencapaian
tujuan program prioritas. Prinsip skala prioritas menjadi kabur, dimana
setiap organisasi pemerintahan mengajukan permintaan anggaran dan

tidak mudah melakukan penyaringan karena argumen dasar alokasi
anggaran adalah fungsi dari organisasi tersebut.

Belajar dari pengalaman tersebut, pemerintah Kabinet Kerja
cepat dan tepat mengambil langkah perubahan arah dan kebijakan
penganggaran, dari money follows function menjadi money follows
program yang efektif diimplementasikan pada tahun 2017. Dalam
beberapa kesempatan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Bappenas dan Menteri Koordinator Perekonomian menegaskan
pula pentingnya pendekatan penganggaran berdasarkan bobot program
dan kegiatan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan pemerintah.
Program dan kegiatan memiliki bobot tinggi jika mampu memberi
manfaat yang besar kepada rakyat. Konsep money follows program juga
menegaskan adanya fase penilaian atas program dan kegiatan yang akan
diajukan. Program dan kegiatan yang memberi manfaat yang besar bagi
rakyat akan mendapat prioritas utama dalam pengalokasian anggaran.
Setelah itu baru diikuti oleh program dan kegiatan dengan bobot yang
lebih rendah. Sebaliknya, jika terjadi penghematan anggaran maka
program dan kegiatan dengan bobot yang memberikan manfaat lebih
rendah kepada rakyat yang harus dihemat terlebih dahulu.

Perubahan sistem penganggaran dari money follows function
menja=ci money follows program diharapkan akan terjadi perubahan yang

menc--ar terhadap tiga aspek, yaitu: (i) adanya skala prioritas alokasi
yanc ~ggl pada program-program yang memberikan manfaat besar
kepa masyarakat, (ii) program dan kegiatan yang akan didanai lebih
teg- an jelas, sehingga sasaran yang akan dicapai menjadi lebih jelas,
opt dan teratur, dan (iii) mendorong terciptanya efisiensi melalui

MO T OLLOWS PROGRAMS

15



kan secara efektif.

Gambar 3. Perubahan arah dan kebijakan anggaran diperlu

koordinasi yang jelas antarprogram dan kegi?tan. Pendekatan- ni
tidak menutup kemungkinan bagi unit organisasl tertentu l-Jntuk t|da.l$
mendapatkan alokasi anggaran program dan kegiatan (kecuali U'j‘tUk gaji
dan operasional perkantoran) jika program dan kegiatan yang d'USUlkan
tidak menjadi prioritas (tidak memberi manfaat yang besar untuk rakyat).

Ada dua hal yang menyebabkan money follows function tidak
tepat lagi diimplementasikan dalam sistem penganggaran. (i) penyebab
inefisiensi karena semua lembaga pemerintahan harus didanai
meningkat setiap tahun walaupun tidak memiliki program prioritas, dan
(i) melemahkan koordinasi pembangunan antarsektor karena banyaknya
program dan kegiatan yang jalan sendiri-sendiri (tidak terkoordinasi satu

sama lainnya).

Perubahan paradigma sistem penganggaran bertujuan agar
anggaran yang dialokasikan dapat berjalan efektif dalam mewujudkan
tujuan yang ditargetkan. Oleh karena itu, implementasi program yang
sudah mendapat alokasi anggaran dengan tepat harus melalui pendekatan
Holistik, Integrasi, Tematik, dan Spasial (HITS). Tanpa pendekatan tersebut
maka perubahan dalam sistem pengganggaran tidak akan mampu

memberikan manfaat yang optimal karena implementasi procram masih
dilakukan secara parsial yang diwarnai oleh ego sektoral.

Sebagai contoh, dalam pencapaian sasaran pris , nasional

| k-tematik

mewujudkan kedaulatan pangan, penerapan pendekatan |
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B Fokus Program dan Strategi Penganggaran
B Fokus Program

Pencapaian

tujuan

program ditentukan

oleh

kecermatan,

ketepatan,dan keandalan dalam penyusunan program dan pengalokasian
anggaran ke masing-masing program yang disusun untuk mencapai
tujuan yang sudah ditetapkan. Mengingat anggaran yang tersedia di
Kementerian Pertanian relatif tidak besar, Menteri Pertanian Dr. Ir. Andi
Amran Sulaiman, MP menetapkan sasaran peningkatan produksi pertanian
dalam periode 2015-2019 hanya untuk beberapa komoditas strategis
(tabel 1). Pemilihan dan penetapkan komoditas strategis tersebut sudah
melalui perhitungan dan analisis karena mempunyai dampak besar

terhadap kehidupan masyarakat luas.

Tabel 1. Sasaran pembangunan pertanian 2015-2019 mendukung
swasembada pangan.

1. Padi (Juta Ton)

70,8 75,36 76,2 78,10 80,08 82,07
2.Jagung (Juta Ton) 19,00 19,61 21,35 22,40 23,48 24,70
3. Kedelai (Juta Ton) 0,85 0,96 1,50 1,88 2,34 2,76
4. Gula (Juta Ton) 2,58 2,62 2,80 205 3,30 3,80
5.Cabai (Juta ton) 1,78 1,83 2,09 2,16 2,23 2,29
6.Bawang Merah (Juta ton) 1,06 11112 1,29 133 AL 37 1.41
7. Daging Sapi (Juta Ton) 0,53 0,56 0,64 0,64 0,69 0,76
8. Kelapa sawit (Ribu ton) 2GS 31.676 34.004 36.510 39.209 42.117
9.Karet (Ribu ton) 152 3.320 3.438 3.559 3.683 3.810
10.Kopi (Ribu ton) 685 25 738 751 765 778
11.Kakao (Ribu ton) 709 TR 831 872 916

961 J

Sumber: Rencana Strategis Kementerian Pertanian 2015-2019 (Edisi Revisi).
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Perluasan lahan pertanian tidak hanya difokuskan pada

lahan sawah. Pada periode yang sama Kementerian Pertanian juga
mengimplementasikan program perluasan lahan kering seluas 1 juta ha.
Melalui sentuhan teknologi yang tepat, pengusahaan lahan kering untuk

usahatani diyakini mampu berkontribusi terhadap pencapaian kedaulatan
pangan dan peningkatan kesejahteraan petani.

Target pencetakan sawah baru seluas 1 juta ha selama periode
2015-2019 belum mempunyai dampak yang berarti jika konversi lahan
pertanian dibiarkan terus berlangsung. Menyadari hal itu, Kementerian
Pertanian telah menyusun program pengendalian konversi lahan yang
disinergikan dengan program kementerian dan lembaga terkait lainnya.
Dalam periode 2015-2019 Kementerian Pertanian juga telah menyusun
program optimalisasi pemanfaatan lahan melalui pemulihan kesuburan
lahan tercemar dalam upaya peningkatan produktivitas.

Tabel 2. Program Kementan untuk mendukung terwujudnya kedaulatan
pangan, 2015-20189.

Program Prioritas Kementan 2015-2019

v Perluasan sawah 1 juta ha v~ Bank Pertanian dan UMKM

v"  Perluasan lahan kering 1 juta ha v~ Peningkatan kemampuan petani

v Perbaikan irigasi untuk 3 juta ha v"  Pengendalian impor pangan

v Pengendalian konversi lahan v"  Reforma agraria 9 juta ha

v Pemulihan kesuburan lahan v~ 1.000 desa pertanian organik

tercemar (optimasi lahan)

v 1.000 desa mandiri benih v" 100 techno park dan 34 science
park

v"  Bangsal pascapanen hortikultura | v Pemanfaatan lahan bekas
pertambangan

Menteri Pertanian menyadari bahwa benih yang berkualitas perlu
tersedia dalam jumlah yang cukup di tingkat petani karena berperan

penting meningkatkan produktivitas dan produksi pertanian. Hingga saat
ini masih banyak petani yang belum menggunakan benih bermutu dalam
budi dava pertanian sehingga produktivitas tanaman yang diusahakan
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Gambar 6. Proporsi anggararn APBN Kementerian Pertanian pada Eselon |

akumulasi tahun 2012-2014.

Pada periode 2015-2016, Kementerian Pertanian sudah
menerapkan sistem penganggaran money follows program walaupun
secara nasional baru diterapkan pada tahun 2017. Hal ini dapat dilihat
dari pengalokasian anggaran yang jauh lebih besar pada unit kerja Eselon
| yang memiliki program prioritas pada tahun sebelumnya. Salah satu
program terobosan Kementerian Pertanian dalam upaya peningkatan
produksi padi, jagung, dan kedelai sejak tahun 2015 dikenal dengan
Upsus Pajale. Program ini didukung oleh perbaikan dan pembangunan
infrastruktur irigasi untuk meningkatkan indeks pertanaman, pencetakan
sawah baru, dan introduksi alsintan yang berperan penting mengatasi

kehilangan hasil dan kelangkaan tenaga ke (= pertanian. Introduksi
alsintan diyakini akan mendorong generas arjun untuk berkiprah
di sektor pertanian menuju moderninasi izn. Oleh karena itu,

Kementerian Pertanian pada tahun 2015-2016 memberikan porsi
anggaran yang jauh besar dibandingkan dengan tahun sebelumnya
kepada Ditjen PSP untuk menangani perbaikan irigasi, pencetakan sawah
baru, dan pengadaan bantuan alsinta bagi kelompok tani. Pada tahun

250 ) MONEY FOLLOWS PROGRAMS



JOLS 2016, angaaran yang dialokasikan untuk Ditjen PSP mencapai
IR VN dari total angQaran Kementerian Pertanian (gambar 7). Ditjen
T8 pada tahun 2015-2016 mendapatkan alokasi anggaran yang hampir
sama dengan tahun 2012-201 4 dengan proporsi 18,3% per tahun yang
digunakan untuk Implementasi program peningkatan produksi pangan,

Khususnya padi, jagung. dan kedelai. Sementara alokasi porsi anggaran
untuk Eselon | lainnya cendet ung me

nurun,
LN Barantan Setjen —
S , 2.3%
RP:\:’L::A"\ - W 4?% 03% Ditjen TP
Balitbangtan 18.3%
6.4%

Ditjenhorti
3.7%

Ditjenbun
Ditjen PKH 9-1%
8.8%

Ditjen PSP
38.8%

Gambar 7 Proporsi anggaran APBN Kementerian Pertanian pada Eselon [/
akumulasi tahun 2015-2016.

Pada tahun 2017-2018, porsi
masing-masing Eselon | lingkup Kemen
perubahan dibandingkan dengan tahu
pada tahun 2015-2016 sudah diimpl
saluran irigasi serta pengadaan dan di
alokasi anggaran Ditjen PSP pada tahun 2017-2018 menurun (gambar 8).
Penambahan alokasi anggaran untuk Ditjen TP meningkat cukup tajam
menjadi 29 7% karena pada tahun 2017-2018 pPemerintah sedang dan
akan memberikan bantuan benih kepada petani untuk mempercepat

anggaran yang dialokasikan ke
terian Pertanian juga mengalami
N 2015-2016. Hal ini mengingat
ementasikan program perbaikan
stribusi alsintan. Oleh karena itu,
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garan dengan mengedepankan prinsip money
menterian Pertanian tetap konsisten
utnya. Tidak menutup kemungkinan

Strategi pengang
follows program pada lingkup Ke

dterapkan pada tahun-tahun berik _
Ditjen Bun akan mendapatkan porsi anggaran yang lebih besar pada

tahun-tahun berikutnya karena program prioritas Kementerian Pertanian
setelah pengembangan tanaman pangan, hortikultura, dan peternakan
adalah meningkatkan produksi komoditas perkebunan sebagai penghasil
terbesar devisa di sektor pertanian.

Di Kementerian Pertanian, praktek money follows prograil pada
dasarnya sudah dilakukan sejak tahun 2015 atas arahan Menteri Pertanian
Dr. Ir. Andi Amran Sulaiman, MP. Dalam hal ini,anggaran yang dialokasikan
kepada masing-masing Eselon | lingkup Kementerian Pertanian tidak Lagi
“merata” seperti tahun-tahun sebelumnya, tetapi sudah lebih berbasis
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Pembangunan pertanian yang menjadi

salah satu program
strateqis pemerintahan Kabinet Kerja vy

ang merupakan bagian sentral
dari agenda Nawacita bertujuan untuk mewujudkan kedaulatan pangan

dalam lima tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo.Kedaulatan pangan
dimaknal sebagal pemenuhan kebutuhan pang

di dalamnya menyangkut pemenuhan h

berkualitas, bergizi, dan sesual budaya, yang diproduksi dengan secara
berkelanjutan dengan sistem pertanian ramah lingkungan. Sebagaimana
tertuang dalam UU No. 18 tahun 2012 tentang Pangan, pemerintah
memiliki komitmen yvang tinggi dalam mewujudkan swasembada pangan,
diantaranya beras,jagung,gula,kedelai,dan daging.Dari kelima komoditas

pangan strateqis ini, tiga di antaranya ditargetkan sudah berswasembada
dalam waktu singkat, yaitu beras, Jagung, dan qula.

an melalui produksi lokal,
ak masyarakat atas pangan

Swasembada pangan, terutama beras, sudah pernah diraih
pada tahun 1984, namun tidak berkelanjutan. Oleh karena itu, di era
pemerintahan Kabinet Kerja, swasembada pPangan berkelanjutan menuju
kedaulatan pangan menjadi isu sentral yang perlu diwujudkan. Hal
ini relevan dikaitkan dengan kebutuhan pPangan nasional yang terus
meningkat dari tahun ke tahun dalam jumlah yang besar. Pada tahun
2017, jumlah penduduk diperkirakan lebih dari 2579 juta jiwa.

Pencapaian kedaulatan pangan melalui program swasembada
pangan tidak mudah mengingat tantangan yang dihadapi semakin
kompleks dan beragam. Kedaulatan pangan tidak dapat diraih melalui
program parsial di kementerian tertentu, tetapi diperlukan kerja sama
dan sinergisitas program lintas sektor secara terpadu dan terintegrasi
antar kementerian. Selain itu, upaya peningkatan produksi pangan
juga menghadapi tantangan dari sisi sistem produksi, seperti belum

memadainya sarana irigasi serta penyediaan benih unggul dan pupuk
bersubsidi bagi petani.

Konversi lahan pertanian terus berlangsung yang dalam lima
tahun terakhir menyentuh angka sekitar 100 ribu ha per tahun juga
menjadi kendala dalam peningkatan produksi pangan. Di sisi lain, konversi
lahan pertanian yang diperuntukkan bagi keperluan nonpertanian seperti
pembangunan perumahan, jalan raya, dan pusat perekonomian tidak
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B Refocusing Anggaran swasembada Pangan

Persoalan mendasar dalam perencanaan anggaran adalah
memaksi‘malkan manfaat anggaran yang terbatas (budget
am prioritas yang berkaitan langsung
dengan kebutuhan masyarakat (budget spending). Pemerintah harys
mampu menentukan atau menetapkan prioritas anggaran agar dalam
kondisi sumber daya yang terbatas dapat memenuhi kebutuhan atay
kewajiban pemerintah menangani berbagai isu strategis sepert;
kemiskinan (poverty), kesempatan kerja (job opportunities), kesenjangan

(inequality), dan pertumbuhan ekonomi (economic growin).

bagaimana
constraint) untuk membiayai progr

merupakan salah satu 2ktor prioritas

Sektor pertanian
‘M pemerintah

pembangunan Kabinet Kerja dalam mendukung prc

guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi, penyers. 1 tenaga kerja,
dan devisa negara. Dalam pencapaian target pembang n, Kementerian
telah merestrukturisasi program yang difokuskan k la pencapaian
swasembada pangan berkelanjutan. Restrukturisasi pr am berdampak

terhadap perkembangan alokasi anggaran Kementeric = “ertanian pad:
APBN-P 2015.
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Dibandingkan den
Kementerian Pertanian pa

(gambar 9). Pertumbuhan

9an anggaran tahun 2015, alokasi anggaran
da APBN-P 2015 meningkat sebesar 106,64%
alokasi anggaran yang siginifikan pada APBN-P

» terutama untuk mem

secara signifikan dalam Mempercepat pencapaian target swasembada
pangan.

Pada tahun 2016,anggaran Kementerian Pertanian dalam APBN-P
turun 15,77% atauy menjadi Rp27,6 triliun, relatif lebih kecil dibandingkan
dengan APBN-P tahun 2015. Demikian juga pada tahun 2017, alokasi
dnggaran Kementerian Pertanian turun 12,6% atau menjadi Rp24,1 triliun

dibandingkan alokasi anggaran tahun 2016. Pada tahun 2018, anggaran
Kementerian Pertanian dirancang Rp23,8 tril

iun.
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Gambar 9. Perkembangan alokasi anggaran Kementerian Pertanian
dalam periode 2011-2017.

~.okasi anggaran yang cukup besar pada APBN-P 2015 terkait
dengan ~focusing program Kementerian Pertanian pada pencapaian
swaser  la pangan dengan anggaran mencapai Rp16,9 triliun, ditambah
dengan < pertanian Rp4,0 triliun, é.ehingga total anggaran mencapai
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Rp20,9triliun.Darirefocus ing program (j.an kegiatan.l(ementhei[;ann iertanian
menghemat anggaran sekitar Rp4,1 triliun, denqankmeng g gkan mat,
angaaran yang memiliki penafsiran ganda dan tida sesugl engan f°|fu$
Kementerian Pertanian serta memangkas beberapa program yang dinjla;
kurang mendukung pencapalan swaembada pangarn.

sing anggaran untuk swasembada pads

APBN-P 2015 ditujukan untuk mendukung program peningkatan produks;
pangan nasional. Anggaran antara lain digunalfaln untuk bantuan
pengadaan alsintan sebanyak 60.000 unit yang terdiri ‘atas hand tract?r,
pompa air, mesin pemanen padi, dan pengadaan benih unggul. Selain
itu, refocusing anggaran juga digunakan untuk pengadaan obat-oba‘Fan
pertanian dan pupuk serta pembangunan sarana pendukun.g pertanian
seperti Jalan Usaha Tani (JUT), pembangunan dan perbaikan sarana
irigasi, operasional penyuluhan, serta pembuatan Inseminasi Buatan (IB)
pada ternak sapi.

Pada dasarnya refocu

Pada tahun 2016 Kementerian Pertanian kembali melakukan
refocusing anggaran sebesar Rp4,3 triliun dari pagu total sebanyak
Rp31,5 triliun guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi program. Dana
sejumlah Rp4,3 triliun kemudian dialokasikan untuk berbagai kegiatan
yang memiliki daya ungkit yang lebih besar terhadap upaya peningkatan
produksi pangan. Secara khusus, refocusing anggaran pada tahun 2016
antara lain digunakan: (1) penyediaan benih dan alat tanam untuk
perluasan dan percepatan tanam pada areal yang semula 855 ribu ha
menjadi 4,5 juta ha; (2) penambahan alsintan sebanyak 100 ribu unit; (3)
peningkatan jumlah indukan sapi dari semula 5 ribu ekor menjadi 50 ribu
ekor; (4) pengembangan sarana penampung air irigasi berupa embung,
dam, parit, long storage sebanyak 2.500 unit; dan (5) kegiatan strategis
lainnya.

Dalam pengalokasian anggaran di sektor pertanian, pemerintah
kembali menegaskan komitmennya untuk menjalankan kebijakan
yang propetani. Keberpihakan ini direfleksikan dalam pagu anggaran
Kementerian Pertanian pada tahun 2017. Dalam hal ini, alokasi anggaran
untuk sarana dan prasarana petani mencapai Rp16,6 triliun, jauh lebih
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tinggi dibandingkan dengan tahun 2014

35% dari total anggaran Kementerian Pertanian saat itu. Peningkatan

al0k§5i belanja sarana dan prasarana petani adalah sebagai wujud
komitmen pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan petani.

yang hanya Rp5,4 triliun atau

Pa-da rancangan anggaran tahun 2018, total alokasi anggaran
Kementerian Pertanian adalah sebesar Rp23,8 triliun, 85% di antaranya

atau senilaiRp20,2" triliun; akan' digunakan untuk belanja sarana dan
prasarana petani. Alokasij dnggaran untuk belanja sarana dan prasarana

petani terus meningkat sejak tahun 2015. Alokasi anggaran juga lebih
difokuskan pada pPembangunan infrastruktur

pertanian dan pemberian
bantuan kepada petani

- berupa alsintan, benih, pupuk, dan asuransi
pertanian.Kondisi seperti ini berbanding terbalik dengan alokasi anggaran

untuk belanja operasional Kementerian Pertanian yang terus turun. Jika

pada tahun 2014 belanja operasional mencapai 48%, pada 2018 turun
menjadi hanya 2,8% dari total anggaran atau senilai Rp665 miliar.

B Restrukturisasi Anggaran Swasembada
Pangan

Guna mendukung kebijakan refocusing program Kementerian
telah dilakukan restrukturisasi terhadap komponen jenis anggaran.
Restrukturisasi anggaran merupakan salah satu strategi untuk mengatasi
terbatasnya anggaran yang tersedia. Secara umum terdapat empat
komponen utama jenis belanja Kementerian Pertanian, meliputi belanja

pegawaiatau gaji,belanja modal,belanja operasional,dan belanja bantuan
sarana pra 1na petani. Belanja pegawai, belanja modal, dan belanja
perasion upakan kebutuhan internal Kementerian Pertanian untuk
perasion: nstitusi mendukung pelaksanaan program. Sementara
1, belanj na prasarana petani digunakan untuk mendukung
giatan pe serupa pupuk, benih, alsintan dan komponen usahatani
L Innya.
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n terbatas”

“Bukan anggaran yang menent
tetapi bagaimana me-manage anggara
(Menteri Pertanian RlI)

Gambar 10. Menteri Pertanian Rl dalam acara rapat kerja nasional

pembangunan pertanian 2017 (4-5 Januari 2017).

Sebelumnya, anggaran lebih banyak dialokasikan untuk belanja
operasional berupa perjalanan dinas, rapat, rehabilitasi gedung., dan

sarana prasarana perkantoran. Sementara anggaran yang dialokasikan
untuk pembangunan infrastruktur irigasi dan sarana prasarana yang
langsung menyentuh kebutuhan petani relatif kecil. Pada era Kabinet
Kerja, pemerintah melakukan restrukturisasi anggarar ing lebih
berpihak kepada kebutuhan petani seperti alsinta yuk, dan

asuransi pertanian (gambar 11).
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Gambar 11. Struktur anggaran Kementerian Pertanian periode 2014-2018.

Pada tahun 2014, dari total anggaran Rp15,5 triliun, 48% di
antaranya digunakan untuk belanja operasional berupa perjalanan dinas
dan pertemuan (gambar 11).Sementara anggaran yang dialokasikan untuk
belanja yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan petani dalam
bentuk sarana dan prasarana produksi hanya 35%. Komposisi anggaran
yang masih bias ke belanja operasionaldibanding belanjasaranaprasarana
produksi untuk petani diduga menjadi penyebab lambannya peningkatan
produksi dari tahun ke tahun, bahkan cenderung stagnan. Dalam kondisi
ini, Kementerian Pertanian di bawah kepemimpinan Menteri Pertanian
Dr. Ir. Amran Sulaiman, MP mulai tahun 2015 merestrukturisasi anggaran

sebagai implementasi money follows program.

S 4 tahun 2015-2016, dengan adanya restrukturisasi

pengani komposisi anggaran untuk belanja sarana prasarana petani
menina: 1 menjadi 62%, sementara untuk belanja operasional
hanya - | sisanya untuk belanja pegawai/gaji dan belanja modal
masina 0 /% dan 4%.
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Peningkatan I‘-'W“‘"‘“ komoditas h.‘»\hggr\ stmuf'('::s t(-rsebl_,t
asembada dan ketahanan pangan semaxin '”Ompank.
Hal ini terbukti dan data Global Food Secur’ty ""'1'1‘; (S,nrs'r)nz::zg b
The Economist Intelligence Unit (E1U) paclia tdl”mﬁ zgwt \rl;er?ladi P:rj'u'(kan
peringkat ketahanan pangan Indonesia m‘enlm:] (w ara énq ciiar'\nc[]'k"Elt
59 dari peringkat 71 pada tahun 2016 dan.l‘l.. nLQr‘ ;i Ya S a 1515-.
Peningkatan ketahanan pangan terseb‘ut d'l'hat_dzr.['.t )g secrtg k;JY?km
keterjangkauan (affordability), ketersediaan (availa ”:'keter'an ka Itas
dan keamanan (quality and safety) pangan. Pjacla SEpER di. ]50% auanv
pangan, peringkat Indonesia meningkat dari 50.5 mernJd iadi Dari
segi ketersediaan pangan juga relatif meningkat darl 54‘1~ e ‘?4'4~
Sementara kualitas dan keamanan pangan nasional mem-ngkat dé” e
menjadi 44. Hasil penelitian EIU pada tahun 2017 menunjuk.kan snstgrq
keberlanjutan pangan (food system sustainability) Ihclamesta it L
meningkat dari peringkat 24 pada tahun 2016 menjadi P?“.”gk?t 2_1 dari
133 negara di dunia. Keperingkatan tersebut dilihat dari tiga neliiert e
(1) food loose and waste; (2) sustainable agriculture; dan (3) nutritional
challenge. Kenaikan peringkat ketahanan pangan Indonesia tidak terlepas
dari terobosan Kementerian Pertanian di bawah komando Dr. Ir. Andi

Amran Sulaiman, MP dalam upaya mempercepat realisasi swasembada
pangan berkelanjutan.

menyebabkan tren sw

EKSPOR-IMPOR DAN KESEJAHTERAAN PETANI

frvypoee tur e, Elkspor suasic

0,007 poin
Ginm Rasio
i Desa

Menjads 101,77
{0.,18%:)
NTP

menjadi 1098
(2.4T%)
NTUP

Gambar 15. Dampak penataan anggaran terhacap kesejahteraan petani.
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Di satu sisl, penataan anggaran berdampak positif terhadap
peningkatan produksi pertanian nasional. Di sisi lain, | kebijakan
i\('}”(}(’ﬂddliﬁl\ impor menurunkan volume impor jagung ‘;ai.fnpal 61% pada
tahun 2016 (gambar 15). Pada tahun yang sama juga terjadi penurunan
impor benih bawang merah sebesar 93% dan tidak ada lagi impor beras
me‘dimn, dan bahkan ekspor beras meningkat 43,7%. Kesejahteraan
petani juga meningkat yang tercermin dari membaiknya Nilai Tukar Petan;j
(NTP) dan Nilai Tukar Usaha Pertanian (NTUP), masing-masing sebesar
0.18% dan 2,47%.Jumlah petani miskin dan ketimpangan Pendapatan dij
perdesaan juga menurun masing-masing 1,0% dan 0,007 poin.

Gambar 16. Winanto Tahir, Ketua Umum Kontak Tani Nelayan.

Winarno Tohir, Ketua Umum Kontak Tani Nelayan Andalan
(4/7/2017):

"Baci saya semuanya sudah sangat transparan sekali,
P nian kita mengalami kemajuan signifikan
dibanding tahun sebelumnya”
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kenaikan alokasi anggaran APBN-P tahun 2015 mencapai 112.1%
Kenaikan jumlah anggaran ini sesual dengan keinginan pemerintah untuk
meningkatkan produksi pangan secara cepat dalam upaya mempercepat
pencapaian target swasembada pangan. Pada tahun 2016, anggaran
port‘anian dalam APBN-P turun menjadi Rp27,6 triliun atau turun 15.7%
dibandingkan dengan APBN-P tahun 2015. Demikian juga pada tahun
2017, alokasi anggaran turun menjadi Rp24,1 triliun atau 12,6% di bawah
alokasi anggaran tahun 2016. Pada tahun 2018, anggaran pertanian yang

dirancang Rp23,8 triliun.

Meskipun sejak 2016 alokasi anggaran Kementerian Pertanian
mengalamipenurunan dibandingkan dengan anggaran padaAPBN~p2015‘
namun masih lebih tinggi dibandingkan dengan alokasi anggaran pada
era pemerintahan sebelumnya. Selain itu, anggaran untuk mendukung
pencapaian swasembada pangan tidak hanya berada dij Kementerian
Pertanian, tetapi juga dialokasikan di Kementerian PU, Kementerian 5

dan kementerian terkait lainnya.

Peningkatan jumlah anggaran menuntut perlunya manajemen
pengelolaan yang baik sehingga diharapkan memberikan dampak
positif bagi pembangunan pertanian nasional. Salah satu cara untuk
meningkatkan kualitas pengelolaan APBN adalah meningkatkan kinerja

pelaksanaan anggaran dengan prinsip efisiensi dan efektivitas.

Empat bab di depan memaparkan terobosan Menteri Pertanian
dalam penataan anggaran. Dalam tempo dua setengah tahun telah
dilakukan perubahan yang mendasar penataan anggaran di Kementerian
Pertanian, melalui kebijakan Money Follow Program, refocusing anggaran,

dan restrukturisasi alokasi anggaran.

Money Follow Program. Selama puluhan tahun, perencanaan
pembangunan dilakukan dengan pendekatan money follows function
yang ternyata tidak efektif. Pendekatan ini memiliki risiko yang rawan
penyalahgunaan anggaran karena tidak adanya prioritas program
pembangunan pertanian yang relevan dengan masalah nyata yang
dihadapi. Dengan pendekatan sistem money follows program, jumlah
anggaran yang ¢ 1lokasikan mengacu pada program prioritas nasional.
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